
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1418, 2019 KEMENKEU. Pembayaran. Belanja Pegawai Gaji. 

Kemhan dan TNI. Tata Cara. Perubahan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 157/PMK.05/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN 

 NOMOR 190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pembayaran belanja pegawai gaji di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di 

Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia; 

  b. bahwa agar pembayaran belanja pegawai gaji di 

lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 

Nasional Indonesia dapat dilaksanakan secara lebih 

efektif dan efisien, serta mengakomodasi perubahan 

iuran jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 

2018 tentang Jaminan Kesehatan, perlu mengubah 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja 

Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja 

Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia;  

 

Mengingat  : 1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 

Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 

Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210); 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2016 

Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Belanja 

Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan 

Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 

190/PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN 

PEMBAYARAN BELANJA PEGAWAI GAJI DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL 

INDONESIA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan  

Nomor 190/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pembayaran Belanja Pegawai Gaji di Lingkungan Kementerian 
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Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893), diubah sebagai 

berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah dan 

setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), 

sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16 

(1) Gaji prajurit TNI dan PNS/calon PNS Kemhan yang 

dibayarkan tiap bulan, dituangkan dalam suatu 

daftar pembayaran Gaji Induk. 

(2) Komponen pembayaran gaji bagi prajurit TNI 

meliputi: 

a. Gaji Pokok; 

b. Tunjangan Isteri/Suami; 

c. Tunjangan Anak; 

d. Tunjangan Pangan/Beras; 

e. Uang Lauk Pauk; 

f. Tunjangan Umum; 

g. Tunjangan Jabatan Struktural/Fungsional; 

h. Tunjangan yang dipersamakan dengan 

tunjangan jabatan; 

i. Tunjangan Khusus Provinsi Papua; 

j. Tunjangan Pengabdian Wilayah Terpencil; 

k. Tunjangan Khusus Korps Wanita (Kowan); 

l. Tunjangan Bintara Pembina Desa (Babinsa); 

m. Tunjangan Operasi Pengamanan Pulau-Pulau 

Kecil Terluar dan Wilayah Perbatasan; 

n. Tunjangan Kompensasi Kerja/Risiko sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

o. Tunjangan Lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

p. Pembulatan; 

q. Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21; 

dan/atau 

 


